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Undang-Undang Nomor 12 
Pembentukan Peraturan 
(Lembaran Negara Republik 

3. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati 
Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021, maka Peraturan Bupati Nomor 
54 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Barang 
dan Jasa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati 
Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang 
Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun 
Anggaran 2021, sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 
Nomor 54 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan 
Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021; 
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Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6523); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 63); 

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang ~ 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Norn; 
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Pasal I 

Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan 
Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Barang 
dan Jasa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2020 Nomor 54) yang telah beberapa kali diubah dengan 
Peraturan Bupati : 
a. Nomor 6 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 

2021 Nomor 6); dan 
b. Nomor 25 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 

2021 Nomor 25), 
diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, 
Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2020 TENTANG 

STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA TAHUN 

ANGGARAN 2021. 

MEMUTUSKAN : 

Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang 
Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun 
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2020 Nomor 54) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 
25 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang 
Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun 
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2021 Nomor 25); 

12. 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
547); 

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 5); 
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ASEM TAHUN 2021 NOMOR 32. BERITA DAE 

~ 

11 
GEDE DANA 

Diundangkan di Amlapura 
pada tanggal 28 Juli 2021 

SEKRETARIS RAH KABUPATEN KARANGASEM, 

Ditetapkan di Amlapura 
pada tanggal 28 Juli 2021 

Q/-BUPATIKARANGASEM,rl 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Karangasem. 
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